
REKAPITULASI HASIL WAWANCARA

NO PERTANYAAN JAWABAN WAKTU WAWANCARA
1.

2

Bagaimanakah penyebarluasan informasi
mengenai penyusunan RAPBD oleh
Pemerintah Kota Bandar Lampung?

Bagaimanakah kaitan penyebarluasan
informasi mengenai penyusunan RAPBD
dengan program Pemerintah Kota Bandar
Lampung di bidang anggaran?

Riska Julaidi (Kepala Sub Bidang Anggaran BPKAD
Pemerintah Kota Bandar Lampung):

“Pemerintah Kota Bandar menyebarluaskan informasi
mengenai penyusunan RAPBD melalui berbagai saluran
berupa media cetak, media elektronik dan bagian
hubungan masyarakat pemerintahan sebagai wujud
penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel,
bertanggung jawab dan mampu memenuhi harapan
masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, termasuk dalam bidang anggaran publik”

Wilson (Kepala Bidang Anggaran BPKAD Pemerintah
Kota Bandar Lampung):

“Pemerintah Kota Bandar Lampung berusaha
mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam
pembangunan di segala bidang. Dalam rangka
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, baik melalui administrator pemerintah
pembangunan, serta pelayanan pada masyarakat sekaligus
sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan
bangsa”

Selasa 29 November 2011.
Pukul 13.30 - 14.30 WIB

Selasa 29 November 2011.
Pukul 13.30 - 14.30 WIB
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3

4

5

Upaya-upaya apakah yang ditempuh
Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam
penyebarluasan informasi mengenai
penyusunan RAPBD?

Menurut Anda bagaimanakah arti penting
penyebarluasan informasi mengenai
penyusunan RAPBD?

Menurut Anda bagaimanakah kaitan
antara penyebarluasan informasi
mengenai penyusunan RAPBD dengan
keterbukaan anggaran?

Wilson (Kepala Bidang Anggaran Pemerintah Kota Bandar
Lampung Pemerintah Kota Bandar Lampung):

“Sehubungan dengan penyebarluasan informasi tersebut
pemerintah berupaya semaksimal mungkin mewujudkan
pemerintahan yang baik kebijakan pembangunan diarahkan
untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
kinerja aparatur pemerintah yang profesional, produktif,
efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”

Ali Imron (perwakilan masyarakat):

“Dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang ini,
maka transparansi mengenai anggaran sangat diharapkan
dari pemerintah daerah maupun DPRD sebagai wujud dari
pertanggungjawaban publik. Pemerintah dan DPRD harus
transparan dalam hal anggaran, karena pada dasarnya
anggaran adalah milik rakyat”

Sri Sulastri (perwakilan masyarakat):

“Keterbukaan anggaran oleh pemerintah daerah merupakan
langkah yang tepat, mengingat sudah sekian lama
masyarakat selalu dihadapkan pada anggaran yang
tertutup, apalagi sekarang sudah zamannya keterbukaan
dan transparansi”

Selasa 29 November 2011.
Pukul 13.30 - 14.30 WIB

Senin 21 November 2011.
Pukul 10.00 - 11.00 WIB

Senin 21 November 2011.
Pukul 10.00 - 11.00 WIB
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6

7

8

Bagaimanakah ketersediaan hak
masyarakat untuk mengakses informasi
mengenai penyusunan RAPBD?

Bagaimanakah penampungan aspirasi
masyarakat dalam penyusunan RAPBD?

Upaya apakah yang ditempuh Pemerintah
Kota Bandar Lampung dalam
ketersediaan hak masyarakat untuk
mengakses informasi mengenai
penyusunan RAPBD?

Febrilia Sastramega (Kepala Subbagian Anggaran DPRD
Kota Bandar Lampung):

Penerapan prinsip transparansi dalam proses penyusunan
APBD Kota Bandar Lampung berdasarkan konteks good
governance memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam
proses penyusunan anggaran, karena pada dasarnya
anggaran tersebut adalah milik publik yang harus
dipertanggung jawabkan secara optimal

Febrilia Sastramega (Kepala Subbagian Anggaran DPRD
Kota Bandar Lampung):

Penampungan aspirasi masyarakat dalam Proses
Penyusunan APBD ini, dilaksanakan melalui Protokoler
DPRD Kota Bandar Lampung. Masyarakat atau organisasi
yang mewakili masyarakat datang ke Sekretariat DPRD
Kota Bandar Lampung dengan terlebih dahulu
mengadakan konfirmasi dengan Bagian Humas dan Protol
DPRD

Wilson (Kepala Bidang Anggaran Pemerintah Kota Bandar
Lampung Pemerintah Kota Bandar Lampung):
“Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya semaksimal
mungkin mewujudkan pemerintahan yang baik kebijakan
pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah yang
profesional, produktif, efektif, efisien, transparan dan
akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.”

Rabu 30 November 2011.
Pukul 11.00 - 12.00 WIB

Rabu 30 November 2011.
Pukul 11.00 - 12.00 WIB

Selasa 29 November 2011.
Pukul 13.30 - 14.30 WIB
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9

10

11

Apa harapan masyarakat terkait dengan
ketersediaan hak untuk mengakses
informasi mengenai penyusunan RAPBD?

Bagaimana penerapan prinsip transparansi
dalam kaitannya dengan kinerja SKPD?

Kinerja SKPD yang bagaimanakah yang
Anda harapkan dalam penerapan prinsip
transparansi penyusunan RAPBD?

Ali Imron (perwakilan masyarakat):

“Masyarakat pada dasarnya mengharapkan hak-hak untuk
memperoleh informasi mengenai anggaran publik dalam
perancangan RAPBD ini dapat dipenuhi oleh Pemerintah
dan DPRD Kota Bandar Lampung, jika hal ini terwujud
maka dapat dikatakan anggaran tersebut benar-benar
memihak pada kepentingan masyarakat”

Riska Julaidi (Kepala Sub Bidang Anggaran BPKAD
Pemerintah Kota Bandar Lampung):
“Penerapan prinsip transparansi bagi Pemerintah Kota
Bandar Lampung, alasan dalam proses penyusunan
RAPBD Kota Bandar Lampung adalah untuk
memaksimalkan profesionalisme kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah”

Sri Sulastri (perwakilan masyarakat):

“Kami sebagai bagian dari masyarakat Kota Bandar
Lampung sangat mengharapkan kinerja yang baik dari
Pemerintah dan DPRD Kota untuk menyusun anggaran
yang mewakili kepentingan masyarakat”

Senin 21 November 2011.
Pukul 10.00 - 11.00 WIB

Selasa 29 November 2011.
Pukul 13.30 - 14.30 WIB

Senin 21 November 2011.
Pukul 10.00 - 11.00 WIB



51

12

13

Pertimbangan apakah yang digunakan
penciptaan forum untuk menampung
aspirasi masyarakat dalam penyusunan
RAPBD?

Apa kaitan antara penciptaan forum untuk
menampung aspirasi masyarakat dalam
penyusunan RAPBD dengan kewajiban
pemerintah daerah?

Febrilia Sastramega (Kepala Subbagian Anggaran DPRD
Kota Bandar Lampung):

“Penerapan prinsip transparansi dalam proses penyusunan
APBD Kota Bandar Lampung berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada
hukum mengatur hubungan antara pemerintah dengan
masyarakat”

Haiti Nirwana (Kepala Subbagian Perundangan DPRD
Kota Bandar Lampung):

“Prinsip transparansi dalam proses penyusunan APBD
merupakan suatu hal yang sangat strategis, baik ditinjau
dari aspek perencanaan pembangunan maupun dari aspek
dekomentasi guna melakukan evaluasi atas kemajuan
daerah serta dapat dijadikan sebagai barometer kesuksesan
kinerja kepala daerah”

Riska Julaidi (Kepala Sub Bidang Anggaran BPKAD
Pemerintah Kota Bandar Lampung):

“Penerapan prinsip transparansi dalam proses penyusunan
APBD Kota Bandar Lampung menuntut para pengambil
kebijakan dan pelaksana kebijakan untuk memiliki
pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat
umum”

Rabu 30 November 2011.
Pukul 11.00 - 12.00 WIB

Rabu 30 November 2011.
Pukul 11.00 - 12.00 WIB

Rabu 30 November 2011.
Pukul 11.00 - 12.00 WIB
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14 Menurut Anda hal apakah yang harus
dilakukan Pemerintah dan DPRD dalam
kaitannya dengan penciptaan forum untuk
menampung aspirasi masyarakat pada
penyusunan RAPBD?

Haiti Nirwana (Kepala Subbagian Perundangan DPRD
Kota Bandar Lampung):

Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan
dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber
keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan
keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerahnya

Ali Imron (perwakilan masyarakat):

“Harus ada iktikad yang baik dari Pemerintah dan DPRD
Kota Bandar Lampung untuk melibatkan peran serta
masyarakat secara aktif pada proses penyusunan RAPBD,
berbagai forum sumbang saran dan disksi harus diciptakan
demi kepentingan masyarakat”

Sri Sulastri (perwakilan masyarakat):

“Penyusunan RAPBD harus mampu mewakili kepentingan
publik, APBD seharusnya dapat menjadikan kehidupan
masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera, karena
pemerintahan diselenggarakan dengan menggunakan uang
rakyat”

Selasa 29 November 2011.
Pukul 13.30 - 14.30 WIB

Senin 21 November 2011.
Pukul 10.00 - 11.00 WIB

Senin 21 November 2011.
Pukul 10.00 - 11.00 WIB
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15

16

Menurut Anda bagaimanakah kepentingan
masyarakat dapat terwakili dalam
penyusunan RAPBD?

Menurut Anda bagaimanakah kaitan
antara APBD dengan kepentingan
masyarakat?

Riska Julaidi (Kepala Sub Bidang Anggaran BPKAD
Pemerintah Kota Bandar Lampung):

“Penerapan prinsip tranparansi dalam proses penyusunan
APBD Kota Bandar Lampung berdasarkan konteks good
governance diwujudkan dalam kebebasan aliran informasi.
Dalam kaitanya dengan penyusunan anggaran, proses
penyusunan kelembagaan yang terkait dan anggaran yang
tersusun harus disediakan dalam bentuk yang memadai dan
mudah dimengerti’

Haiti Nirwana (Kepala Subbagian Perundangan DPRD
Kota Bandar Lampung):

“APBD sebagai anggaran publik ketika hendak disusun
harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan
mudah diakses oleh masyarakat. Meliputi tujuan, sasaran
dan sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja.
Sekaligus menarik korelasi antara besaran anggaran
dengan manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari suatu
kegiatan yang dianggarkan. Setiap pengguna anggaran
harus dapat bertanggung jawab terhadap penggunaan
sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang
ditetapkan”

Selasa 29 November 2011.
Pukul 13.30 - 14.30 WIB

Rabu 30 November 2011.

Pukul 11.00 - 12.00 WIB
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17 Menurut hal apakah yang harus
direalisasikan untuk terciptanya
kepentingan masyarakat pada penyusunan
RAPBD?

Sri Sulastri (perwakilan masyarakat):

“Masukan dan pendapat yang disampaikan oleh
masyarakat dalam penyusunan RAPBD harus diakomodasi
dan disuarakan oleh DPRD dan Pemerintah Kota Bandar
Lampung, sebab APBD pada dasarnya adalah kepentingan
rakyat”

Ali Imron (perwakilan masyarakat ):
“Bagaimanapun DPRD dan Pemerintah Kota Bandar
Lampung harus mewakili kepentingan masyarakat,
transparansi anggaran ini penting untk meningkatkan
kepercayaan masyarakat pada pemerintah Kota dan DPRD
Kota Bandar Lampung”

Senin 21 November 2011.
Pukul 10.00 - 11.00 WIB

Senin 21 November 2011.
Pukul 10.00 - 11.00 WIB


